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Abstract  
Law Number 22 of 2009 on Traffic and Road Transportation establishes safety, security, 

comfort, and affordability standards for public transportation in Indonesia. There are 5,349 

transportation companies operating. In 2021, long-distance buses (AKAP) reached 13,510 

units, with a 2.34% increase. Violations in public transportation operations still occur, such as 

the lack of operating permits, supervision cards, vehicle inspection books, and route deviations. 

There were 4,266 violations involving buses in 2021. This legal study is an empirical research 

that analyzes how the law operates within society, including implementation, compliance, and 

law enforcement. Research data were obtained from BPTD Jambi reports and legal literature, 

using a qualitative descriptive analysis method. This research discusses transportation 

implementation provisions, law enforcement, legal accountability, and efforts to optimize 

public transportation laws. In the administrative area of Jambi city in 2022, 14 transportation 

units (27%) violated operational legality aspects. Legal consequences for these violations are 

regulated in Law 22/2009 with criminal provisions. Thus, efforts are needed to enhance the 

effectiveness of public transportation law enforcement. 
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Abstrak 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menetapkan 

standar keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan keterjangkauan bagi angkutan umum di 

Indonesia. Terdapat 5.349 perusahaan angkutan yang beroperasi. Tahun 2021, bus AKAP 

mencapai 13.510 unit dengan peningkatan 2,34%. Masih terjadi pelanggaran dalam 

operasional angkutan umum, seperti tidak memiliki izin penyelenggaraan, kartu pengawasan, 

buku uji kendaraan, dan penyimpangan trayek. Tercatat 4.266 pelanggaran melibatkan bus 

pada tahun 2021. Penelitian hukum ini merupakan penelitian empiris yang menganalisis 

bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, termasuk pelaksanaan, kepatuhan, 

penegakkan aturan hukum. Data penelitian diperoleh dari laporan BPTD Jambi dan literatur 

hukum, dengan metode analisis menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian ini membahas 

ketentuan peneyelenggaraan angkutan, penegakkan hukum, pertanggungjawaban hukum, 

dan upaya optimalisasi hukum angkutan umum. Penyelenggaraan angkutan di wilayah 

administrasi Kota Jambi pada tahun 2022, sebanyak 14 unit angkutan (27%) melanggar aspek 

legalitas operasional. Konsekuensi hukum atas pelanggaran ini telah diatur dalam UU 22/2009 

dengan ketentuan pidana. Dengan demikian, diperlukan upaya untuk meningkatkan efektivitas 

penegakkan hukum angkutan umum. 

Kata kunci: Angkutan Umum, Aspek Legalitas, Penegakkan Hukum 
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PENDAHULUAN 

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan (pasal 138) menjelaskan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas 

penyelenggaraan angkutan umum dalam rangka upaya memenuhi kebutuhan 
angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau. Dalam hal penyediaan jasa 

angkutan umum dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik 
Daerah, dan/atau Badan Hukum lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

(Undang-Undang Nomor 22 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, 2009).  
Berdasarkan catatan Kementerian Perhubungan total perusahaan angkutan di 
Indonesia sebanyak 5.349 yang terdiri dari perusahaan angkutan antar kota antar 

provinsi (AKAP), antar jemput antar provinsi (AJAP), pariwisata, angkutan sewa, 
angkutan alat berat, dan angkutan bahan berbahaya dan beracun (B3). Untuk jumlah 

angkutan/bus AKAP pada tahun 2021 sebanyak 13.510 unit, jumlah tersebut 
meningkat 2,34% dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 13.201 unit. Begitu juga 
dengan bus pariwisata jumlahnya meningkat 0,09% dari tahun 2020-2021 yaitu 

13.675 menjadi 13.688 unit (Dataindonesia.id, 2022). 
 

 
Sumber: dataindonesia.id 

Gambar 1. Grafik Jumlah Bus AKAP dan Pariwisata 2017-2021 
 

Pada praktik di lapangan, operasional angkutan umum masih ditemukan 
pelanggaran administratif yang dilakukan, diantaranya yaitu tidak memiliki izin 

penyelenggaraan angkutan, tidak memiliki kartu pengawasan (KP), penyimpangan 
trayek, dan masa berlaku surat tanda uji kendaraan (STUK)/buku kir yang sudah habis 
masa berlaku, dan sebagainya. Mengutip data Polri, tahun 2021 jumlah pelanggaran 

yang melibatkan kendaraan bus sejumlah 4.266 unit (Korps Lalu Lintas Polri, 2021). 
Hal ini menunjukkan angka pelaggaran yang cukup tinggi dalam operasional angkutan 

umum. Selaras dengan hasil laporan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Jambi, 
pada pelaksanaan kegiatan penegakkan hukum angkutan umum, ditemukan angkutan 

umum yang melanggar sebanyak 14 unit dari 52 kendaraan yang diperiksa (BPTD 
Jambi, 2022). Oleh karena itu, Pemerintah wajib melakukan pengawasan dan 
pembinaan terhadap perusahaan angkutan umum, pemilik, dan/atau pengemudi 

kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan (pasal 213 ayat 2c).  
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, yang mana mempunyai peran sangat 

penting dalam kerangka pengembangan ilmu hukum dan merupakan salah satu faktor 

penyebab dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang terjadi baik secara 

teoritis maupun secara praktis dalam masyarakat (Dr. Muhaimin SH. M.Hum, 2020). 

Metode penelitian hukum ini yaitu empirical law research (penelitian hukum empiris) 

disebut juga hukum sosiologis. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang 

menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Bekerjanya hukum 

dalam masyarakat dapat dikaji dari aspek efektifitas pelaksanaan aturan hukum, 

kepatuhan atau ketaatan terhadap hukum, penegakkan hukum, dan implementasi 

atau pelaksanaan aturan hukum. Penelitian hukum sosiologis dilakukan dengan cara 

menganalisa pelaksanaan peraturan perundang-undangan terhadap permasalahan 

yang terjadi di tengah-tengah masyarakat (Zainudin Ali, 2013).  

Satjipto Rahardjo mengungkapkan bahwa “untuk mampu memahami hukum lalu 

lintas, tidak bisa hanya membaca undang-undang lalu lintas saja, tetapi juga harus 

turun dan mengamati langsung apa yang terjadi di jalan raya” (Satjipto Rahardjo, 

2006). Oleh karenanya, pendekatan dalam penelitian ini memerlukan data yang 

bersumber dari hasil penegakkan hukum langsung di lapangan. Penelitian ini 

menggunakan data sekunder dari hasil laporan kegiatan BPTD Jambi perihal 

penegakkan hukum angkutan umum, jurnal-jurnal penelitian hukum terdahulu, dan 

literatur hukum. Teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dan 

menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan, 

mengolah, menganalisis, serta menyajikan data secara deskriptif (Dqlab, 2022). 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penyelenggaraan Angkutan 

Jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam 

trayek terdiri atas angkutan lintas batas negara (ALBN), angkutan antar kota antar 

provinsi (AKAP), angkutan antar kota dalam provinsi (AKDP), angkutan perkotaan, dan 

angkutan desa (pasal 22). Kriteria yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan 

angkutan dalam trayek tersebut adalah rute tetap dan teratur; terjadwal, berawal, 

berakhir, dan menaikkan atau menurunkan penumpang di terminal untuk angkutan 

antar kota dan lintas batas negara; menaikkan dan menurunkan penumpang pada 

tempat yang ditentukan untuk angkutan kota dan desa (pasal 23) (BPK RI, 2014). 

Dalam hal pengusahaan angkutan, perusahaan angkutan umum wajib memiliki 

izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam 

trayek (pasal 65). Izin yang dimaksud terdiri atas surat keputusan izin 

penyelenggaraan angkutan, dan kartu pengawasan (pasal 69) (PM Perhubungan 

Nomor 15, 2019). Dalam kartu pengawasan (KP)  termuat asal, lintasan, dan tujuan 

(trayek) serta masa berlakunya. KP melekat pada tiap-tiap unit kendaraan, seperti 

halnya STUK/buku uji dan STNK. STUK memuat hasil uji kelaikan jalan kendaraan dan 

masa berlaku hasil ujinya, sedangkan STNK merupakan tanda bukti pendaftaran dan 

pengesahan kendaraan bermotor. Kendaraan yang digunakan dalam pengangkutan 

umum dalam trayek harus memiliki persyaratan dokumen kendaraan yang memenuhi 

persyaratan teknis dan laik jalan (buku uji/STUK), dokumen STNK, dan KP. 
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Penegakkan Hukum 
Penegakkan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau 

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu 
lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara (PKBH Fakultas Hukum UAD). Terdapat tiga elemen penting yang 
mempengaruhi proses penegakkan hukum, yaitu : 
a. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana 

pendukung dan mekanisme kerja kelembagaan; 
b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan; 

dan 
c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaan maupun yang 

mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya 
maupun hukum acaranya (Soerjono Soekanto, n.d.).  

Penegakkan hukum dan penerapan hukum adalah tugas utama Pemerintah yang 

diserahkan kepada institusi dan aparat penegak hukum yang membutuhkan dukungan 
masyarakat secara keseluruhan sebagai tempat berlakunya hukum (Rosdiana, Julisa, 

Ardi, 2019). Penegakkan hukum dinyatakan efektif apabila pilar-pilar hukum berjalan 
baik yaitu instrument hukum, aparat penegak hukum, masyarakat yang terkena 

lingkup peraturan hukum, sarana dan fasilitas pendukung pelaksanaan hukum 
(Santoyo, 2008).Penegakkan hukum dibidang lalu lintas dan angkutan jalan adalah 
proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum 

dibidang lalu lintas dan angkutan jalan. Penegakkan hukum ini dapat didasarkan pada 
aspek legalitas seperti perizinan angkutan, karena dalam pengusahaan angkutan, 

perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang  wajib memiliki 
izin (pasal 173). Izin penyelenggaraan angkutan berlaku untuk semua jenis layanan 
termasuk angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek.  

Pada kenyataan dilapangan, khususnya di wilayah administrasi Kota Jambi masih 
ditemukan kendaraan yang tidak memiliki/memenuhi legalitas yang dimaksud. Hasil 

data yang diperoleh dari BPTD Jambi, pada pelaksanaan uji petik penegakkan hukum 
yang dilakukan selama tiga hari pada bulan Juni 2022, sebanyak 14 unit angkutan 

umum ditemukan melanggar dari 52 kendaraan yang dilakukan pemeriksaan. 
 

Tabel 1. Jumlah Hasil Penegakkan Hukum Angkutan di Kota Jambi 

 
 H1 H2 H3 Total 

Kendaraan diperiksa 22 19 11 52 

Kendaraan melanggar 7 7 0 14 

      Sumber: BPTD Jambi, 2022 
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Gambar 2. Grafik Persentase Hasil Penegakkan Hukum Angkutan di Kota Jambi 
 

Dari data di atas, sebanyak 27% kendaraan masih ditemukan pelanggaran seperti 
tidak memiliki KP, STNK, penyimpangan trayek (KP), KP dan STUK habis masa berlaku. 

 
Pertanggungjawaban Hukum 

Pertanggungjawaban hukum atau recht liability diartikan sebagai suatu kewajiban 
hukum untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang 
telah dirugikan. Ukuran ganti rugi tersebut tidak lagi dari suatu nilai pembalasan yang 

harus dibeli, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh 
perbuatan pelaku yang bersangkutan. Suatu konsep yang terkait dengan konsep 

kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (liability law). Seseorang 
yang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat 
dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya yang bertentangan atau 

berlawanan hukum (Jamillah, 2015).  
Berdasarkan perspektif hukum, dalam kehidupan sehari-hari dikenal tiga bentuk 

pertanggungjawaban hukum yang meliputi pertanggungjawaban hukum pidana, 
pertanggungjawaban hukum perdata, dan pertanggungjawaban hukum administrasi. 

Dalam penelitian ini, jika dikaitkan dengan bentuk hukumnya, maka termasuk ke 
dalam hukum pidana. Hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-
keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah 

dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat 
khusus. 

 

 
Sumber : BPTD Jambi 

Gambar 3. Jenis Pelanggaran Sesuai Pasal Undang-Undang No. 22/2009 
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Grafik di atas, menunjukkan jumlah pelanggaran yang ditemukan pada 

pelaksanaan penegakkan hukum di Kota Jambi sesuai dengan jenis pasal pada BAB XX 
Ketentuan Pidana di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 

dan Angkutan Jalan, dengan penjelasannya yaitu : 
a. Pasal 286 

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di 
jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 
106 ayat (3) juncto pasal 48 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 

(dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 
b. Pasal 288 

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi 
dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan 

Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling 
lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 

c. Pasal 308 
Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak 

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap orang yang mengemudikan kendaraan 
bermotor umum yang: (a) tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang 

dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a; 
(d)menyimpang dari izin yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173. 

 

Upaya Optimalisasi Hukum 
Efektivitas dalam penegakkan hukum menurut Lawrence M. Friedman (dalam 

Fendri, Ardiansah, Bagio, 2020), dipengaruhi oleh struktur hukum (aparatur penegak 
hukum yang menjalankan proses penegkan hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim), 
substansi hukum (isi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku), dan budaya 

hukum (kebiasaan-kebiasaan yang ada di tengah-tengah kelompok masyarakat 
tertentu yang diwariskan dari generasi ke generasi dan dipatuhi oleh masyarakat) 

(Gunawan, 2020). Faktor-faktor tersebut saling mendukung dalam proses penegakkan 
hukum yang optimal. 

Dalam rangka penegakkan hukum yang efektif diperlukan upaya-upaya 
pengoptimalan penegakkan hukum, diantaranya adalah kolaborasi atau sinergitas 
antar pemangku kewenangan (unsur Perhubungan dan Kepolisian), patroli dan 

penindakan pelanggaran secara berkelanjutan, pengoptimalan fungsi terminal, forum 
operator dengan pemerintah terkait penyelenggaraan angkutan umum yang sesuai 

ketentuan. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat juga menciptakan sistem perizinan 
dengan mengedepankan aspek kemudahan dan percepatan dalam proses perizinan 

angkutan. Selain itu, peningkatan peran penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dalam 
melakukan pengawasan dan penegakkan hukum lalu lintas dan angkutan jalan untuk 
mendukung proses penegakkan hukum yang optimal dilapangan (Hubdat, 2022).  

 

SIMPULAN 

Dari hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan 

angkutan umum dalam trayek, masih ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran 
terhadap ketentuan yang berlaku, terutama dalam pemenuhan aspek dokumen 
legalitas operasional angkutan. Sebanyak 14 unit (27%) angkutan yang melanggar 

pada saat pelaksanaan uji petik penegakkan hukum angkutan umum  di wilayah 
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administrasi Kota Jambi pada tahun 2022. Pertanggungjawaban hukum terhadap 

pelanggaran tersebut sesuai dengan UU 22/2009 telah di atur dalam ketentuan pidana. 
Untuk mengoptimalkan penegakkan hukum, maka diperlukan upaya-upaya konkrit 

dalam rangka pelaksanaan penegakkan hukum lalu lintas dan angkutan jalan semakin 
efektif dan berjalan dengan baik.  
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